(SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012,
masih terdapat pergeseran anggaran dan penambahan
anggaran yang dibiayai dari dana transfer yang sudah
jelas peruntukannya, vyang harus dilaksanakan
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 dan Pasal
55 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2012, perubahan anggaran untuk keperluan
‘sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan
dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD serta
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2012,

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun
2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
2012,



Mengingat :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17,

18,

19.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44 16| sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2010 Nomor 3);
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Menetapkan :

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2011 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 29
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011
Nomor 29);

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23.A Tahun 2011
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 (Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 23.A);
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012
(Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011
Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 29);
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 73
TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2012,

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun
2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2011 Nomor 72), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73
Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 29) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 77.073.808.000,00
b. Dana Perimbangan Rp. 815.144.907.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah Rp. 209.319.839.000,00
Jumlah Pendapatan Rp.1.101.538.554.000,00
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 776.562.582.000,00

2) Belanja Bunga Rp. 75.000.000,00
3) Belanja Hibah Rp. 18.695.004.000,00
4) Belanja Bantuan

Sosial Rp.  3.948.568.000,00

5) Belanja Bagi Hasil Rp.  1.400.000.000,00
6) Belanja Bantuan
Keuangan Rp. 42.679.782.230,00

7) Belanja Tidak
Terduga Rp. 6.247.106.972,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 849.608.043.202,00
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 33.692.612.600,00

2) Belanja Barang

dan Jasa Rp. 112.501.629.314,00
3) Belanja Modal Rp. 163.875.169.884,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 310.069.411.798,00
Jumlah Belanja Rp.1.159.677.455.000,00
Surplus /(Defisit) Rp. (58.138.901.000,00)
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 63.121.901.000,00
b. Pengeluaran Rp.  4.983.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 58.138.901.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

tahun berkenaan (SiLPA) Rp. 0,00



2. Lampiran | diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan ini.

3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworeio
pada tanggal 2 Oktober 2012

BUPATI PURWOREJO,
Ted.
MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo

pada tanggal 2 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.
TRI HANDOYQ

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 41 SERIA NOMOR 5



LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PURWOREID
NOMOR: 41 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI
PURWOREJIO NOMOR 73 TAHUN 2011
TENTAMG PENJABARAN APBD KABUPATEN
PURWOREID TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR URALAN JUMLAH
iy = 3

1 PENDAPATAN 1.101.538.554.000, 00
1.1 PENDAPATAN ASLT DAERAH 77.073.808.000,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 10.535. 248.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 13.499,364.000,00
7% - | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahlan 3.086.000.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Seh 49,953,196.000,00
1.2 DANA PERIMBANGAN B15.144.907.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagl Hasil Bukan Pajak 33,834.668.000,00
1.2.2 Dana Alokasl Umum 711.741.839.000,00
1.2.3 Dana Algkasi Khusus 59,568.400.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YAMG SAH 209.319.839.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 500.000.000,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daarah Lainmya 1B.199.711.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Crtonomi Khusus 155.803.538.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan darl Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 34.816.590.000,00
2 BELAMNIA 1.159.677.455.000,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG H49.608_ 043202 00
2.1.1 Belanja Pegawai 775.562.582.000,00
2.1.2 Belanja Bunga 75.000.000,00
2.1.4 Belanfa Hibah 18.695.004.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.548.568.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil 1.400.000.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 42.679.7682.230,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 6.247.106.972,00
2.2 BELAMIA LANGSUNG J10.069.411.798,00
2.2.1 Belanja Pegawal 33.6592.612.600,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.501.629.314,00
2.2.3 Belanja Modal 163.B75.165.684,00

SURPLUS | {DEFISIT) {58.138.901.000,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PEMERIMAAMN PEMBIAYAAMN DAERAH 63,121.501.000,00
3.1.1 Sisd Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnyd 63.121.901.000,00
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00
3.1.7 Penerimaan Dana Bergulir 0,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH +4,983.000.000,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal {Investasi) Pemerintah Daerah 2.872.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokak Litang 111.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

58.138.901.000,00

0,00

BUPATI PURWOREID

Ttd.

Fage 1




LAMPIRAN IT :

PERATURAN BUPATI PURWOREID
nomor: 41 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI
PURWOREID NOMOR 73 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN
PURWOREID TAHUM ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUM ANGGARAN 2012

HE R § Wnsan Wajib Pendidikan
1 1.00.01 DINAS PENDICIKAN DAN KEBUDAYAAN
URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 s 3 4
100 . 10001 . 00.00 . 4 PENDAPATAN G6.447.000,00
101 . 1.01.00 . 00.00 . 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6. 447,000,000
1.00 . L.OLDL . 00.00.5 BELANIA 670.587.542.798,00
100 . 10001 . 00.00 . 5.1 BELAMIA TIDAK LANGSUNG 554.044.631.600,00 |Berita Acara Hasil Rapat TAPD
|Nomor: 910/1218.2/2012

1.00 . 1.01.00 . 00.00 Non Kegiatan SE4.044.631,500,00
1.00 . L.OLET . 00.00 . 5.1.1 Belania Pegawal 564.044.631.600,00
101 . 10000 . 00.00 . 5.1.1.04 Gaji dan Tunjangan JBB455.THE.650,00
100, LOLoD . 00.00 . 5.1.1.04.00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 296.753.270,970,00
o3, LOROD . 0000 . 5.1.1.04.02 Tumjangan Keluarga 26.140.349.417,00
1.00 . LOLDT . 00.00 . 5.1.1.00.0 Tunjangan Jabatan 2) 756.101.675,00
100, 10000 . 00.00.. 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsianal 33.303.058.425,00
100 . LOLOT . 00.00 . 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 1.571.788.400,00
101 . 1.00.00 . 00.00 . 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 1) 14.381.146,528,00
100 . 10101 . 00.00 . 5.1.1.00.07 Tunjangan PPhfTunjangan Khisus 10114, 610,396,00
03, BORO0 , 00,00 . 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 16.055.567,00
101 . 10000 , 0000 . 5.1.0.01.09 Turan Asuransi Kesehatan 5.419.198.272,00
101, 18001 , 00.00 . 5.1.0.02 Tambahan Penghasilan PNS 2.316.600.000,00
101 . 19100 , 06.00 . 5.1.1.03.00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00
101 . LOLOL , 00U . 5.1.1.00.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kinerja 0,00
101 10001 . 00.00 . 5.1.1.02.07 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 1.316.600.000,00
101 . 10101 . 0000, 5.1.1.05 Pengahasilan Lainnya 1732659, 100,500,00
101 . 19100 . 00.00 . 5.1.1.05.00 Tunjangan Profesi Gur 164.332.759,600,00
101, 10101 . 0000 . 5.1.1.05.00 Tambahan Penghasilan Guru B.936.341,000,00
101 . 10101 . 00.00 . 5.1.1.09 Insentif Pemungutan Retribusi 3.147.350,00
101 . 10001 . 0G.00 . 5.1.1.00.00 Belanja Retribusi 3.147.350,00
1.01. 010001 . 0000 . 5.2 BELAMNIA LANGSUNG 106.543,310.758,00
141 . 10101 . 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 928.374,000,00
101 . 18181 . 02 Program gh 5 dan Pr 48.482.000,00

Aparatur
101, 10101 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1.354,625.000,00

Aparatur
101, 10000, 06 Program peningkatan pengembangan sistem 151.900.000,00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan
101, 10001 . 1% Program Pendidikan Anak Usla Dini 152.935.000,00
11710001 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 220.500.000,00
10110101 . 36 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 93.192.126.750,00

Tahun
101, 10101, 17 Program Pandidikan Menengah £.519.456.000,00
117 L0Lm . 37 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 31.400.000,00
101 . 101,01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 118.500.000,00
101.10101 .19 Program Pendidikan Luar Biasa 53.600.000,00
LIB. 10101 . 30 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah 171, 155.000,00

Raga
10110101 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga £30.170.000,00

Kependidikan
101, 10001, 21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.854,947.048,00

SURPLUS [ (DEFISIT)| (607,884.470.798,00)
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJIOQ

PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012
Urusan Pemerintahan t 103 Urusan Wisjib Pekerjaan Umum
Organisasi 1 1.03.01 DINAS PEKERIAAN LIMUM
KODE
URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
1.4%, 143,01, 0010 4 PENDAPATAN B8, 300,000,00
103 . 10001 . 0000 . 4.1 PENDAPATAN ASLT DAERAH BA_3000000,00
103, 103,01 ., 0000, 5 BELAMIA 77,208, 736.000,00
103, 103,01, 0000, 5.1 BELAMIA TIDAK LANGSUNG 10.078.797.000,00 |Persetujuan Sekda
Momar 900/9645/2012 gl 17-09-2012
103 . 10301, 0000 Non Keglatan 10.078.797.000,00
143 . 14301 . 0000 . .01 Belanja Pegawai 10.078.797.000,00
103 . 105,01 . 00060 . 5.1.1.00 Gaji dan Turjangan 9.691.752.000,00
105 . 102,01 . 0000, 5000001 Gajl Polok PNS/Uang Representasi 7.156.652. 789,00
103 . 10301 . 00ub | 5010003 Tunjangan Keluarga B00.704.558,00
1.08. 143,01, 0000 , 5.0.0.00.03 Tunjangan Jabatan 2} 279.055.000,00
103 . 1OY.01 . 0000 . 5.1.1 0005 Tunjangan Fungsional Urmum SO7.777.025,00
103, 103,00 . 00.00 , 5.1.1.00.05 Tunjangan Baras 1) 5B6.400.650,00
103 . 102,01 . 0000 . 5000007 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 210.052.300,00
103, 103,01 . 00000 . 5.1.0.00.08 Pernbulatsn Gaji 199.974,00
103, 103,01, 0000, 5.0.1.0009 Tursn Asurars Eesehatan 150.819.60+4,00
103, 103,01, 00U00 , 5.0.0.00 Tambahan Penghasilan PNS JB2.880.000,00
105 . 10301 . 00U00 . 5.1.1.02.07 Tarmibahan penghasilan berdasarkan pertimbangan IE2 AB0.000,00
obyektif lannya
103 . 10300 . 0000, 51000 Insentif Perrungutan Retribus 4.165.000,00
103 . 10301 . 0000 . 5.1.1.07.01 Belanja Retribusi 4. 165.000,00
143, 103,01 . 0000, 5.0 Balanja Pegawal 10.078.797.000,00
1.0F . 103,01 . 01.01 . 5.2 BELAMIA LANGSUNG 67.129.935.000,00
103, 1430101 Program Pelay 182.296.000,00
103, 10301 .02 Program gleatan dan 8.829.7200000,00
Aparatur
103 . 1.03.01. 08 Program Peninghkatan Kapasitas Sumber Daya 25.000.000,00
Aparatur
148 . 10301 . 06 Prog ingkat b sistem 20.000.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
104, 10301, 16 Program Lingkungan Schat Perumak 311202 000,00
103, 10301, 06 Program pembangunan saluran drainasegorong- 500.000.000,00
garong
Lo, L3, 17 Program Pemberdaysan Komunitas Perumahan 336,875.000,00
103, 10301 . 18 Program rehabilitasi/ pemeliharaan falan dan 42,611.515.000,00
jembatan
163, 10001, 22 gram g informasi/data base 146,000.000,00
jalan dan jembatan
LM . 10000 . 22 Program Pengelolaan Kebarsihan, Pertamanan, 7.985.772.000,00
Penerangan Jalan
103 . 50000 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana 131 783.000,00
kebinamargaan
103 . 10001 , 27 P P t Kinerja Pengelolaan Air 3.769.776.000,00
Minum dan Alr Limbah
103 . 10391 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 2. 250,000.000,00
SURPLUS [ (DEFISIT) (77.120.436.000,00}
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJOQ

PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012

1114 Wrusan Wajib Katenagakeraan
1 1.14.01 DINAS TENAGA KERIA TRANSMIGRAS] DAN

URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
LI, 13400 . 00.00 .4 PENDAPATAN 4,B60.000,00
K4, L3400, 00.00 . 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.860.000,00
134 . L1400 . 00.00 . § BELAMIA T.387.971.000,00
L.i4, L3400, D000 . 5.1 BELANIA TIDAK LANGEUNG E.142.661.000,00 (Persetujuan PPED
Nomor 910/1507/2012 tgl 01-10-2012
114 134001 . 0000 Non Kegiatan £.142.661.000,00
114, L1401 . 00.00 . 5.1.1 Belanja Pegawai £.142.661.000,00
L14 . L1440 . 0000 . 51400 Gajl dan Tunjangan 5.919.638.000,00
1.14, 134,01 , 00uO0 , 5.3, 0.00.00 Gajl Pokok PHS/LUiang Representasi 4, 280,802.113,00
1.04 . 11401 , D000, 5.0.0.00.0F Tunjangan Keluarga 482.758.518,00
114, 11401 . 00000, 5.1.0.0003 Tunisngan labatan 2) 247.303.500,00
114, 114,01 . 0000 . 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 122.776.740,00
104 . 1.14.01 . 0000, 5.0.0.00.05 Tunjangan Fungsional Umam 207.475.633,00
114 .1.14.01 . 0000 . 5.0.0.0006 Tunjangan Beras 1) 334.216.110,00
11411400 0000 50.1.00.07 Turjangan PRIy Turjangan Khusis 148_753.795,00
L4, 11400 . 0000 . S.0.1.01.08 Pemibiilatan Gaji BA.792,00
Li4. L1400 . 0000 . 5000109 Turan Asuranst Kesehatan 95.462.799,00
144 . 1040 . 0000 . Spa02 Tambahzan Penghasilan PHS 222 780.000,00
L4, 11400 . 0000, 5000207 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 222.780.000,00
obrysitf Binnya
L4 13400 . 0000 . 50007 Irsentif Pemungutan Retribus 2413.000,00
114 1.14.00 . 00.00 . 5.1.1.07.01 Balana Retribusi 243.000,00
L4, L1400 . 0101 . 53 BELANIA LANGSUNG 1.245.310.000,00
104, 11400 . 01 Prog Pelay A rasi Perkantoran 198.630.000,00
134 1440 . 02 Program P Sarana dan P A2.645.000,00
Aparatur
L4, 11400, D6 Prosgram pening kat: b ist 10,000 (00,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
L13. L1401 15 Program Pembardayaan Fakir Miskin, Komunitas 1B.750.000,00
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
208, 104010, 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 76.340.000,00
514, L1401, 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produkdtivitas 342 .000.000,00
Tenaga Karja
113, L1401 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 217022 000,00
Sosial
Li4, 13400, 16 Program Paningkatan Kesempatan Kerja 127.854.000,00
L4, 1040, 17 Program Perlindungan dan Pengambangan 43.570.000,00
Lembaga Ketenagakerjaan
L13. 11400, 19 Program pembinaan pant] asuhan [pant] jompa 9.975.000,00
L3, Lo 1 Program Pembardayaan Kelembagaan 158.420.000,00

Kesejahteraan Sosial

SURPLUS [ (DEFISIT)

(7.383,111,000,00)

Page 4



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREIO
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2012
Urusan Pemerintahan 1 120 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daereh, Kepegawaian, dan
Persandian
Organisas : 120,05 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DN ASET DAERAH
KODE
JUMLAH PEMJELASAN
: URAIAN
1 2 3 4
120 . L3005 . 00004 PENDAPATAN 11,157, 254.000,00
L20. 1.20.05 , 0000 , 4.1 PEMDAPATAN ASLT DAERAH 11.197.254.000,00
120, 120,05, 00U00 . 4.2 DANA PERTMBANGAN B15.144.907.000,00
120 . 1.20.05 . 00,00 . 4.3 LATN-LATH PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 209, 319.839.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 , 4.3.1 Pendapatan hibah 500.000.000,00
120, 1,2005 . 0000, 433 Cana Bagl Hasil Pajak dari Provinsi dan Pernerintah Dasrah 18.199.711.000,00
Lainrys
1.20. 1.20,05 . 00.00 . 43.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 155.803.538 000,00
1.20. 1.20.05.00.00 . 435 Bantuan Kauangan dan Prosins atau Pemerintah Daarah 34.816.590.000,00
Lainmya
10, L2005 . 00.00 .5 BELANIA 13.622.B07 000,00
18, L0 0000 . 5.1 BELANIA TIDAK LANGSUNG B.621.157.000,00 |Persetujuan PPED
Nomor 910/1610/2012 tgh 16-08-2012
120 . L3005 . 000D Non Kegixian B.E21.157.000,00
1.20. 12006, 0000 . 5.0.1 Belanja Pegawal 8.621.157.000,00
1.20 . 1.20:.05 . 00.00 . 5.1.1.01 Gaii dan Tunjangan 5.604.094.300,00
1.20. 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.91.01 Gajl Pokok PNS/Uang Representas) 4,229 248.919,00
1,20 . 1.20.05 . 00,00 . 5.1.1.00.02 Tunjangan Keluarga I70.314.753,00
1200, 1.20.05 . 00/00 . 5.1.1.01.03 Tumjangan labatan 2} 290.485.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsicnal Wmum 228.995.000,00
L%, 1205 . 00,04 . 5.0.1.01.06 Tunjangan Beras 1) 255,455,547 00
1.20 . 12005 . DO, . 5.1.1.00.07 Tunjangan PPy Tunjangan Khusus 130.909.237,00
120, 1.20008 . DO.0O . 5.1.1.01.08 Pemibulatan Gay 70.062,00
120, 1.20008 . 00.00 . 5.1.1.01.08 luran Asuransi Kesehatan 98.605.752,00
120, 13005 , DO.00 . 5.1.1,02 Tarmbahan Penghasilan PNS 966, B00.000,00
120 . 1.2005 . DO.DG . 5.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan bardasarkan konds kera 956.800.000,00
L.20, 170005 , DODG: . 5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 1.500, 000 000, 00
120, 120,05 , 00.00 , 5.1,1.04.00 Biaya pemungutan PEB 1.500.000.000,00
1.20 . 12005, 00.00 , 5.1.1.08 Ingentil Permungutan Pajak 526.762.400,00
L.20 . 1.20/05 , 00L00 . 5.1.0.06.01 Belanja Pajak 526.762.400,00
L2 . 120,05 . 00.00 . 5.1.0.07 Insentif Pemangutan Retribusi 23.500.300,00
1.20 . 1.20.05 . DO.00 . 5.0.0.07.01 Belanja Retribusi 23.500.300,00
1.20.1.20:05 . 01,01, 52 BELANIA LANGSUNG 5.201-650,000,00
120 . 1.20.05. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256.452.000,00
130 . 13005 , 02 g g dan 350.345.000,00
Aparatur
130 . 13005 . 05 P Peningkatan K itas Sumber Daya 220.000.000,00
Aparatur
L0, 1.2005 . 06 Prog P q peng 0 137.700.000,00
pelaporan capaian kinerja dan kesangan
L0, 12005 . 17 P ingkatan dan B 4.204.948.000,00
pengelolaan keuangan daerah
120 . 120,05 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 9.405.000,00
keuangan kabupaten/kota
1.20. 1.20.05 . 19 Program pembinaan dan fasilitas| pengelolaan 22 .800.000,00
keuangan desa
SURPLUS / (DEFISIT) (2.625.553.000,00)
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJD

PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUM ANGGARAN 2012

1 L0 Urnusan Wajib Otonomi Daerah, Pemenntahan Umum, Administrasi Kepsngan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian

t L2023 KECAMATAN LOAND

PEMIELASAN
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3 4
120 1.20.23. 0000 . 4 PENDAPATAN 4.100.000,00
L. 120030000 41 PEMDAPATAN ASLI DAERAH 4.100.000,00
1.20.1.20.13 . 00.00 . 5 BELAMIA 1,695,086, 000,00
L. 120730000, 51 BELAMIA TIDAK LANGSUNG 1.546.553.000,00 (Persetupuan PRKD
|Momar 910/1427,/2012 tgl 17-05-2012
1.20. 1.20.23 . 00.00 Nown Kegiatan 1.546.553.000,00
1.20. L2033 . 0000 . 501 Belanja Pegawai 1.546.553.000,00
130120230000, 5.0.0.01 Gaji dan Tunjangan 1.493,698,000,00
120 1.20.2% . 00,00 . 5.1.0.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.096.279. 489,00
1.20. 1.20.23 . D000 . 5110102 Tunjangsn Keluargs 102.637.850,00
1.20.1.20.23 . 0000 , 3.1.1.01.03 Tunjangan Jabatsn 2} 82.330.000,00
1.20.1.20.29 00,00 . 5.0.1.00.05 Tunjangan Fungsional Umum SB35, 000,00
1.20 . 1.20:23 . 00,00 . 5.0.1.01.06 Tunjangan Beras 1) 87.630.144,00
120 L.20.23 . 0000 . 5.0.0.00.07 Tunjangan PPy Tunjangan Khusus 33.118.746,00
1.20. 1.20.23 . 0000 . 5.0.1.00.08 Pemibulatan Gaji 27,9900
1.20.1.20.23 0000 . 5.0.1.00.09 Turan Asuransi Kesshatan 22.638.772,00
1.20. 1.20.29 00,00 . S.0.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 62.700,000,00
1,20, 1.20.23 . 00.00 . .0.102.07 Tambahan penghasilan berdatarkan perimbangan 6. 700.000,00
obyektif lainnya
1.20. 1.30.23 0000 . 5.0.1.07 Iresentif Pamungutan Retribusi 155.000,00
130, 1.20.23, 0000, 5.0.107.01 Belanja Retribusi 155.000,00
120, 1.20.23. 0101 . 52 BELANIA LANGSUNG 152.533.000,00
120.1.20.8.01 Program Pelayanan Adminlstrasi Perkantoran 55.325.000,00
1.20.1.20.19 .02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 34,000, 000,00
Aparatur
1.20. 12023 . 06 Program peninglatan pengembangan sistem £,208.000,00
pelaporan capalan kirerja dan keuangan
120. 1423 51 Program Peningkatan Fungs! Pemblinaan dan 30,500, 000,00
Fasilitas| Pemerintahan Desa
L0, L2023 .61 Peningkatan Fungsl Pembinaan dan Fasilitas| 12,000, 000,00
Pembangunan Wilayah
1.20. 1.20.23 . 62 Program Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi 12.500,000,00
Kemasyarakatan
SURPLUS / (DEFISIT) 11.654.586,000,00)




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJOQ

PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012

£ 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administras Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawatan, dan

Persandian
Organisasi : 1.20.41 KELURAHAN KLEDUNG KARANG DALEM
KODE
MIELASAN
RENENING URATAN JUMLAH PE
1 2 3 4
L0, 12041, D000 . 5 BELANIA 523,056.000,00
1.30 . 13041 . 0000 . 5.1 BELAMIA TIDAK LANGSUNG 479.771.000,00
LX . L1041, 0000 Non Kegistan 479,771.000,00
1.20. 12041, 00.00.5.1.1 Belanja Pegawal 479.771.000,00
130, 1041, 0000 . 5.1.1.00 Gaji dan Tunjangan 459.451.000,00
120 L2041, 00.00 . 5.0.1.00.00 Gafi Pakok PNS/Uang Representasi 337.772.000,00
120, 12041, 0000, 5.1.1.00.02 Tunjangan Keluarga 34.664,750,00
130 . 130041, 0.00 . 5.1.1.04.03 Tunjangan Jabatan 2) 39,000.000,00
L0 . L2041, D000 . 5.1.1.00.05 Tunjangan Fungsional Umum 7.500.000,00
120, 130041, 00.00 . 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 1) 211.477.945,00
120 12041, 00.00 . 5,1,1.00.07 Tumjangan PPhyTunjangan Knusus 11,339.124,00
1.0 . 1.20.41 . 00.00 . 5.1.1.00.08 Pembulatan Gaji 250,467 00
130, L3040 , 0000 . 5.1.1.00.09 [uran Asuransi Kesshatan T.486.714,00
1.20. 1.20.41 . 00.00 . 5.0.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 20.280,000,00
130 L2041 . 00.00 . 5.1.L.02.00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 20.280,000,00
abryeltif Lainnya

L0, 12041 . 0102 . 5.2 BELANIA LANGSUNG 41.245,000,00
L0, 1.20.41 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.464.000,00
1.20. 1.20.41 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 5.536.000,00

Aparatur
1.20. 1.20.41 . 02.24 Pamedfiharaan rutin/berkala kendaraan 750.000,00 |Persetujuan PPKD Nomor 510/1188/2012 tgl 01-

dinas/operasional 08-2012

1.20.1.2041.02.4,522 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
120 1.2041 . 0224, 52205 Belenja Perawatan Kendaraan Bermotar 750.000,00
1.20. 12041 . 0224, 5220501 Bilarja Jase Service 75,000, 00
L0, 12041 0224, S22 0% 02 Belanja Penggantian Suky Cadang S12.000,00
1.20. 12041, 02.24 . 5.2.208.00 Belanja Bahan Bakar Miryak/Gas dan pelumas 93.000,00
1.20. L2041 . 0234 . 5.0.205.08 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 70.000,00
L20 . L20AL. 06 Program peningkatan pengembangan sistem B0, 000,00

pelaparan capaian kinerja dan keuangan
L3, 12041, 59 Pregram Peningkatan Kapasitas Pelayanan 21.415.000,00

Kelurahan

SURPLUS J (DEFISIT) 1523.056.000,00)

BUPATI PURWOREID

Ttd.

MAHSUN ZAIN



